
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 09 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu
menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang salah
satunya bersumber dari Retribusi Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka tarif Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan sebagaimana diatur pada Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan, perlu disesuaikan kembali mengingat
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanggamus.



5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut
SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi
Izin Gangguan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI merupakan fasilitas
pelelangan milik Pemerintah Daerah sebagai tempat para penjual dan
pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan.

9. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum
dengan cara penawaran bertingkat .

10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk
melaksanakan pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan mulai dari
penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

11. Nelayan adalah nelayan yang menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan
baik ikan tawar, Ikan payau maupun hasil laut.

12. Bongkar muat adalah Setiap kegiatan pembongkaran/pemuatan ikan
dari kapal penangkapan dan atau pengangkut ikan tidak melalui
pelelangan ikan.

13. Biaya lelang adalah biaya yang diperlukan untuk biaya
penyelenggaraan pelelangan ikan dan biaya administrasi lelang.

14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan antara lain
ikan, cumi-cumi, kepiting, ubur-ubur dan lain-lain .

15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha di
bidang industri.



18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi oleh wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
Peraturan Daerah ini.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan retribusi daerah.

25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut pembayaran
Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan ikan yang secara
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.


